












		Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Namun Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya dokter di rumah sakit dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Ada kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian dokter sebagai tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka seperti misalnya cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia. Kalau hal itu terjadi, maka pasien atau pihak keluarganya sering menuntut ganti rugi. Dalam penelitian ini mempertantakan pertanggungjawaban dokter dan pidana rumah sakit atas terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh dokter hubungan hukum pasien dengan rumah sakit dan dokter dalam perspektif pemenuhan hak pasien dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor44 Tahun 2009 tentang Rumahsakit.
Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
Hasil penelitian ini adalah Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yaitu, Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap Tenag Medis (dokter atau Perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Publik Rumah Sakit yaitu Tanggung jawab publik rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan (health receiver) demi untuk mewujukan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hubungan Hukum Pasien dengan Rumah Sakit dan Dokter dalam perspektif pemenuhan hak pasien dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit profesi dokter merupakan profesi yang memiliki kemandirian dan tanggungjawab yang relatif besar, khususnya profesi dokter spesialis. Tanggungjawab dokter terdapat dalam bidang etika profesi dan bidang hukum. Bila dokter melakukan tindakan medis yang merugikan, maka ia harus ikut bertanggungjawab dan tidak dapat meletakkan semua kesalahan pada rumah sakit. 














Hospital as one of the health service facilities is part of the health resources that are very much needed in supporting the implementation of health efforts. But Not always the medical services provided by health workers, especially doctors in hospitals, can deliver the results that are expected by all parties. There are times when the service is negligent doctors as health workers that cause havoc such as disability, paralysis or even death. If that happens, then the patient or the family often demands compensation. In this study, the accountability of doctors and hospital criminal responsibility for the occurrence of malpractice committed by doctors, the patient's legal relationship with hospitals and doctors in the perspective of fulfilling the rights of patients is connected with Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals.
The research used is analytical descriptive with the approach method used to answer the legal issues in this study is the legislation approach, the research is carried out through two stages, namely literature study and field research, data analysis used is qualitative juridical analysis, i.e. obtained, then arranged systematically, thoroughly and integrated to achieve clarity of the problem to be discussed.
The results of this study are the Legal Relationship Between Patients and Medical Personnel in Providing Health Services, namely, this legal relationship is based on the patient's confidence in Medical Tenag (doctor or Nurse) so that the patient is willing to give informed consent, which is a patient's consent to receive medical efforts to be made against it. Legal Responsibility of Hospital Public Services, namely the hospital's public responsibility, namely providing quality and affordable health services based on the principle of safe, comprehensive, non-discriminatory, participatory and provides protection for the community as users of health services (health receivers), also for service providers health (health receiver) for the sake of referring to the highest degree of health. The Legal Relationship of Patients with Hospitals and Doctors in the perspective of fulfilling patient rights is related to Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals, the profession of doctors is a profession that has relatively large independence and responsibilities, especially the specialist profession. The responsibilities of doctors are in the fields of professional ethics and the law. If the doctor performs a medical action that is harmful, then he must take responsibility and not be able to put all the blame on the hospital.
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